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ABSTRAK

Anak adalah anugerah Tuhan yang sangat luar biasa, yang memiliki hak dan
kewajiban yang dilindungi dan dijunjung tinggi oleh Negara. Tetapi pada
kenyataannya, seringkali anak mendapat perlakuan yang mengandung unsur
kekerasan dan pelecehan seksuval yang menciderai hak-hak anak tersebut, dalam
bal ini yaitu pencabulan terhadap anak. Wujud nyata bahwa Negara Indonesia
berusaha untuk melindungi dan memenuhi hak-hak anak ini, yaitu dengan
dibentuknya Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang pembentukannya
dimandatkan olch Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. KPAI
sebagai suatu lembaga memiliki tugas pokok, fungsi dan perannya tersendiri.
Sehingga berdasarkan uraian tersebut maka permasalahan yang akan dibahas
adalah bagaimana peran KPAI dan apa saja hambatan yang ditempuh oleh KPAI
dalam memberikan perlindungan hukum terhadap amak korban pencabulan.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Normatif.
Hasil penulisan ini disimpulkan bahwa KPALI telah melaksanakan perannya sesuai
dengan yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang
Perlindungan Anak.

Kata Kunci : KPAI, Periindungan Anak, Pencabulan Anak
Disetujui Oleh:
Pembimbing Utama, Pembimbing Pembantu,

T g
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BAB |

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Anak adalah anugerah Tuhan yang sangat luar biasa, yang mana
kedudukannya sangat penting di dalam suatu keluarga, karena anak adalah
penerus keturunan dan harapan di kemudian hari bagi orang tuanya. Ada
beberapa penjelasan mengenai pengertian anak dalam hukum Indonesia,
salah satunya yaitu menurut Hak Asasi Manusia, yang disebut anak adalah
setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum
menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut
adalah demi kepentingannya.t

Anak memiliki hak dan kewajiban yang dilindungi dan dijunjung
tinggi oleh Negara, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28B ayat (2)
UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mengatakan bahwa,
“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang
serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.? Tetapi
pada kenyataan yang terjadi di Indonesia, seringkali anak mendapatkan
perlakuan yang mengandung unsur kekerasan, salah satunya adalah
kekerasan seksual terhadap anak. Kekerasan seksual terhadap anak ini
seringkali disebut pencabulan, dimana kata pencabulan ini digunakan

untuk menggambarkan perilaku pelecehan terhadap anak-anak. Kekerasan

! Indonesia, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, UU No. 39 Tahun 1999, LN No. 165
Tahun 1999, TLN No. 3886, Ps. 1 Angka 5.
2 Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, Ps. 28B Ayat (2).



seksual terhadap anak adalah setiap perbuatan yang mengandung unsur
pemaksaan dan tidak menyenangkan yang dilakukan oleh orang dewasa
atau orang yang lebih tua dari anak, dimana kekerasan seksual ini
cenderung berbentuk hubungan seksual yang tidak wajar dan tidak
seharusnya dilakukan terhadap anak.®

Kasus pencabulan terhadap anak yang dilakukan oleh keluarga
maupun orang terdekat korban pernah terjadi di beberapa daerah, yaitu
seperti kasus pencabulan yang terjadi di Luwu Timur, dimana seorang
ayah kandung dituduh mencabuli tiga anak kandungnya sendiri, dan
penyelidikan mendapatkan temuan baru tentang hasil diagnosis dokter
Rumah Sakit Vale yang menyatakan adanya peradangan pada alat kelamin
korban.* Kasus lainnya yaitu POLDA Bengkulu sejak sepekan terakhir
menangani dua kasus pencabulan yang dilakukan oleh kakak ipar dan guru
mengaji anak.> Di Kediri, KAPOLRES Solok melakukan penangkapan
terhadap tindak pidana pencabulan dan persetubuhan anak di bawah umur
yang dilakukan oleh ayah kandungnya sendiri.® Belum lagi dengan berita
yang sangat mengejutkan, dimana anggota DPR, yang seharusnya menjadi

wakil rakyat Indonesia yang memiliki etika dan martabat yang baik,

3 Utami Zahirah, Nunung Nurwati, Hetty Krisnani, Dampak dan Penanganan Kekerasan
Seksual Anak di Keluarga, Jurnal Unpad, Bandung, 2019, him. 12, di akses dari
https://jurnal.unpad.ac.id/prosiding/article/view/21793 pada 8 Agustus 2021.

4 Inwan Fajar, “Fakta Baru Dugaan Pencabulan Anak di Lutim, Ditemukan Peradangan di
Alat Vital Korban” https://www.merdeka.com/peristiwa/fakta-baru-dugaan-pencabulan-anak-di-
lutim-ditemukan-peradangan-di-alat-vital-korban.html, di akses 29 Oktober 2021.

° Budisantoso Budiman, “Polres Mukomuko menangani dua kasus pencabulan anak”
https://www.antaranews.com/berita/2489713/polres-mukomuko-menangani-dua-kasus-
pencabulan-anak, di akses 29 Oktober 2021.

® Novitri Selvia, “Pelaku Pencabulan Anak Kandung Dibekuk di Kediri”
https://padek.jawapos.com/sumbar/solok/29/10/2021/pelaku-pencabulan-anak-kandung-dibekuk-
di-kediri/, di akses 29 Oktober 2021.



https://jurnal.unpad.ac.id/prosiding/article/view/21793
https://www.merdeka.com/peristiwa/fakta-baru-dugaan-pencabulan-anak-di-lutim-ditemukan-peradangan-di-alat-vital-korban.html
https://www.merdeka.com/peristiwa/fakta-baru-dugaan-pencabulan-anak-di-lutim-ditemukan-peradangan-di-alat-vital-korban.html
https://www.antaranews.com/berita/2489713/polres-mukomuko-menangani-dua-kasus-pencabulan-anak
https://www.antaranews.com/berita/2489713/polres-mukomuko-menangani-dua-kasus-pencabulan-anak
https://padek.jawapos.com/sumbar/solok/29/10/2021/pelaku-pencabulan-anak-kandung-dibekuk-di-kediri/
https://padek.jawapos.com/sumbar/solok/29/10/2021/pelaku-pencabulan-anak-kandung-dibekuk-di-kediri/

diduga mencabuli anak di bawah umur dan pihak korban berencana untuk
melaporkan kasus pedofil tersebut ke Badan Reserse Kriminial
(Bareskrim) Polri.”

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mempublikasikan
Data Kasus Pengaduan Anak dalam rentang waktu 5 tahun, yaitu pada
Tahun 2016-2020. Dalam data tersebut, anak dibedakan menjadi beberapa

kategori, yaitu:

Bagan1l.1
Kategori Anak Di Dalam Data KPAI

Anak Berhadapan
Hukum  Sebagai
Pelaku Anak Sebagaﬂ
Korban Kekerasan
Seksual
Anak Berhadapan ﬁﬂilamBerf&dba;%ag;
Hukum (ABH) Korban Anak Sebagaﬂ
Korban
Anak Berhadapan Sodomi/Pedofilia
Hukum  Sebagai
Saksi

Sumber: Data Kasus Pengaduan Anak 2016-2020°

Bagan di atas memperlihatkan bahwasanya Anak Berhadapan

Hukum (ABH) dibagi menjadi 3 bagian, posisi anak dalam kasus

" Chandra Iswinarno dan Novian Ardiansyah, “Oknum Anggota DPR Diduga Dilaporkan
ke Bareskrim soal Pencabulan Anak, Begini Respons MKD”
https://www.suara.com/news/2021/10/27/152402/oknum-anggota-dpr-diduga-dilaporkan-ke-
bareskrim-soal-pencabulan-anak-begini-respons-mkd?page=all, di akses 29 Oktober 2021.

8 KPAI, “Data Kasus Pengaduan Anak 2016-2020” https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-
data/data-kasus-pengaduan-anak-2016-2020, di akses 8 Agustus 2021.



https://www.suara.com/news/2021/10/27/152402/oknum-anggota-dpr-diduga-dilaporkan-ke-bareskrim-soal-pencabulan-anak-begini-respons-mkd?page=all
https://www.suara.com/news/2021/10/27/152402/oknum-anggota-dpr-diduga-dilaporkan-ke-bareskrim-soal-pencabulan-anak-begini-respons-mkd?page=all
https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-pengaduan-anak-2016-2020
https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-pengaduan-anak-2016-2020

pencabulan anak termasuk ke dalam kategori Anak Berhadapan Hukum
Sebagai Korban.

Berikut tabel terkait data kasus pengaduan anak:

Tabel 1. 1
Data KPAI Terkait Kasus Pengaduan Anak Tahun 2016-2020

ANAK BERHADAPAN HUKUM SEBAGAI KORBAN

NO | KETERANGAN TAHUN

2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020

1 Anak Sebagai | 192 188 182 190 419

Korban kasus | kasus | kasus | kasus | kasus
Kekerasan
Seksual

2 Anak Sebagai 0 0 0 0 20

Korban Sodomi/ | kasus | kasus | kasus | kasus | kasus

Pedofilia

Sumber: Data Kasus Pengaduan Anak 2016-2020

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa kasus Anak Sebagai Korban
Kekerasan Seksual (Pemerkosaan/Pencabulan) mencapai jumlah kasus
tertinggi pada tahun 2020, yaitu sebanyak 419 kasus. Jumlah kasus Anak
Sebagai Korban Sodomi/Pedofilia juga mencapai jumlah kasus tertinggi

pada tahun 2020, yaitu sebanyak 20 kasus.

® KPAI, “Data Kasus Pengaduan Anak 2016-2020” https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-
data/data-kasus-pengaduan-anak-2016-2020, di akses 8 Agustus 2021.



https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-pengaduan-anak-2016-2020
https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-pengaduan-anak-2016-2020

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta juga melakukan
pendokumentasian data kasus anak yang selanjutnya diuraikan dalam

bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 1. 2
Data Kasus LBH Jakarta

No. Kasus Anak Jumlah Kasus
1 | Korban Kekerasan Seksual 11 kasus (37%)
2 | Anak Berkonflik dengan Hukum 9 kasus (30%)
3 | Kriminalisasi Kebebasan Berekspresi 5 kasus (22%)
4 | Akses Pendidikan 2 kasus (11%)

Sumber: Data Kasus LBH Jakarta™®

Dari 27 anak, tercatat sebanyak 37% merupakan anak korban
kekerasan seksual, diantaranya menjadi korban pemerkosaan dengan tipu
muslihat, korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh ayah kandung,
dan korban pencabulan yang dilakukan oleh guru sekolah. Jika Kita
membandingkan dengan negara lain, sebagai contoh Negara Singapura,
kasus-kasus yang terjadi di Singapura juga tidak jauh berbeda dengan di
Indonesia, salah satu kasusnya adalah seorang ayah mencabuli anaknya
sendiri sejak anak perempuannya berumur 9 tahun, perilaku tersebut selalu
ia lakukan sampai puncaknya pada saat anak perempuannya berumur 11

tahun, ayahnya memperkosa anak kandungnya sendiri. Lebih buruknya,

10 Genta Tenri Mawangi, “ LBH Jakarta: Anak-anak masih rentan jadi korban kekerasan
seksual”  https://www.antaranews.com/berita/2284918/Ibh-jakarta-anak-anak-masih-rentan-jadi-
korban-kekerasan-seksual, di akses 6 Agustus 2021.
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ayah kandungnya memberikan pil KB agar anak kandungnya tersebut
tidak hamil.

Tindakan pencabulan terhadap anak ini jelas sangat melenceng dari
hak-hak yang seharusnya diperoleh oleh anak. Sudah jelas tertuang di
dalam Konvensi Hak-Hak Anak (United Nations Convention on the Rights
of the Child) yang disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-
Bangsa, yang sudah diratifikasi oleh Indonesia pada tanggal 25 Agustus
1990, disebutkan bahwa Negara-negara peserta berusaha untuk melindungi
anak dari semua bentuk eksploitasi seks dan penyalahgunaan seks.!2
Kenyataan yang terjadi di lingkungan masyarakat ini membuktikan bahwa
peraturan hukum yang ada (das sollen) tidak didukung dengan kesesuaian
fakta yang terjadi di lapangan (das sein).

Wujud nyata bahwa Negara Indonesia berusaha untuk melindungi
dan memenuhi hak-hak anak, yaitu dengan dibentuknya Komisi
Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang pembentukannya dimandatkan
oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.'®
Pembentukan KPAI ini dalam rangka meningkatkan efektivitas

pengawasan penyelenggaraan pemenuhan Hak Anak.}* KPAI memiliki

11 Lydia Lam, “Man gets jail and caning for repeatedly raping 11-year-old daughter, wife
caught him with contraceptive pills” https://www.channelnewsasia.com/singapore/rape-11-year-
old-daughter-jail-caning-contraceptive-pills-2243636, di akses pada 29 Oktober 2021.

12Balitbangham, “KONVENSI Hak-hak Anak” https://www.balitbangham.go.id/po-
content/peraturan/Konvensi%20Hak-Hak%20Anak.pdf, di akses pada 29 Oktober 2021.

13 Indonesia, Undang-Undang Perlindungan Anak, UU No. 35 Tahun 2014, LN No. 297
Tahun 2014, TLN No. 5606.

14 KPAI, “Sejarah Komisi Perlindungan Anak Indonesia™ https://www.kpai.go.id/profil,
di akses 8 Agustus 2021.
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tugas dan fungsinya tersendiri terhadap pelaksanaan perlindungan dan
pemenuhan Hak Anak. Jika membandingkan dengan negara Singapura, di
Singapura terdapat Child Protective Service (CPS) dimana lembaga ini
menyediakan layanan intervensi hukum dan layanan pendukung untuk
melindungi dan memastikan kesejahteraan anak-anak.®

Maraknya kasus kekerasan seksual/pencabulan terhadap anak,
keberadaan KPAI ini menjadi senjata utama dalam upaya penyelesaian,
pemberantasan dan penekanan angka kasus kekerasan seksual/pencabulan
terhadap anak. KPAI menjadi lembaga pengawas dan sebagai wadah bagi
masyarakat untuk melapor jika terjadi kekerasan atau penganiayaan
terhadap anak. Terlepas dari kedudukan penting yang dimiliki oleh KPAI,
seiring berjalannya waktu kinerja dari KPAI menjadi sorotan dikarenakan
jumlah kasus kekerasan seksual/pencabulan terhadap anak masih terlalu
tinggi dan mengalami peningkatan terus menerus.

Berdasarkan permasalahan diatas, penulis menyadari urgensi dari
permasalahan kekerasan seksual/pencabulan terhadap anak, dimana KPAI
menjadi tonggak pertama dalam upaya penegakan hukum terkait kasus
tindak pidana kekerasan seksual/pencabulan terhadap anak. Berdasarkan
permasalahan diatas, penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul
“Peran KPAI Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap

Anak Korban Pencabulan”.

1 Ministry of Social and Family Developmet, “Child Protection Service”
https://www.msf.gov.sg/about-MSF/our-people/Divisions-at-MSF/Social-Development-and-
Support/Rehabilitation-and-Protection-Group/Pages/Child-Protective-Service.aspx, di akses pada
29 Oktober 2021.
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B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan

dibahas dalam skripsi ini adalah:

1.

Bagaimana Peran KPAI Dalam Memberikan Perlindungan Hukum
Terhadap Anak Korban Pencabulan?
Apakah Yang Menjadi Hambatan KPAI Dalam Memberikan

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pencabulan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, penulis

mengemukakan tujuan dari penulisan skripsi ini adalah:

1.

Untuk menjelaskan peran KPAI dalam memberikan perlindungan
hukum terhadap anak korban pencabulan.
Untuk menganalisis hambatan yang dialami oleh KPAI dalam

memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian seperti yang telah dituliskan di atas,

manfaat yang akan didapatkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.

Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kajian yang
menambah wawasan dan ilmu bagi para pembaca, khususnya ilmu
hukum pidana mengenai peran KPAI khususnya terkait perkara tindak

pidana pencabulan terhadap anak. Adapun tujuan teoritis yang lain



yaitu sebagai keterampilan menulis karya tulis ilmiah dalam rangka
mengembangkan kemampuan berpikir hukum.
2. Manfaat Praktis
Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber
informasi dan sumber pembelajaran bagi masyarakat umum. Dapat
memberikan gambaran umum tentang peran KPAI dalam membantu

permasalahan pencabulan terhadap anak.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup ini ditetapkan sebagai bentuk pembatasan terhadap hal-
hal yang akan dibahas dalam skripsi ini. Tujuan dilakukannya hal ini
adalah agar pembahasan masalah dalam skripsi ini menjadi jelas,
terstruktur, dan tidak menyimpang dari judul dan rumusan masalah dari
skripsi ini. Penulis membatasi ruang lingkup dalam skripsi ini yang
membahas tentang Peran dan Hambatan yang dialami alami oleh Komisi
Perlindungan Anak Indonesia Dalam Memberikan Perlindungan Hukum

Terhadap Anak Korban Pencabulan.
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F. Kerangka Teori
Kerangka teori adalah teori-teori yang dijadikan landasan berfikir yang
digunakan untuk mengkaji suatu permasalahan.'® Adapun teori-teori yang

digunakan dalam skripsi ini adalah:

1. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas berasal dari kata efektif yang memiliki arti bahwa suatu
yang dapat membawa hasil yang berasal dari suatu usaha atau tindakan
tertentu.!” Efektivitas hukum dapat diartikan dimana hukum mampu
menciptakan suatu keadaan yang memang dikehendaki atau
diharapkan dari dibentuknya hukum tersebut.'® Efektivitas hukum
disini memiliki arti bahwa hukum yang ada di masyarakat benar-benar
dilakukan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga
tercapailah hasil yang ingin dicapai dari tujuan dibentuknya norma
hukum tersebut.'® Efektivitas selalu berkaitan dengan hubungan antara

hasil yang diharapkan dengan hasil yang benar-benar dicapai.

16 Jujun S. Soeryasumantri, Filsafat llmu Sebuah Pengantar Populer, (Jakarta: Sinar
Harapan, 1978), him. 316.

17 KBBI, “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)” https://kbbi.web.id/efektif , di akses 9
Agustus 2021.

18 Winarno Yudho, Heri Tjandrasari, Efektivitas Hukum Dalam Masyarakat, Jurnal
Hukum & Pembangunan, Jakarta, 1987, him. 59, di akses dari
http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/1227 pada 9 September 2021.

19 Gabian Utsman, Dasar-dasar Sosiologi Hukum: Makna Dialog Antara
Hukum&Masyarakat, dilengkapi Proposal Penelitian Hukum (legal research), (Yogyakarta:
Pustaka Belajar, 2009), him. 12.
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Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto ditentukan

oleh 5 (lima) faktor, yaitu: 2°

a.

b.

Faktor hukumnya (Undang-Undang nya)

Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk
hukum sekaligus mengaplikasikan hukum tersebut

Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut
diaplikasikan atau diterapkan

Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa
yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup

sehari-hari.

Efektivitas hukum menurut pendapat Achmad Ali, yaitu jika ingin

mengetahui seberapa jauh efektivitas suatu hukum yang ada di

masyarakat, maka hal pertama yang harus dilakukan adalah mengukur

sudah sejauh mana aturan hukum itu ditaati oleh masyarakat.?

Achmad Ali juga mengemukakan bahwa umumnya, faktor yang paling

mempengaruhi efektivitas hukum adalah sikap profesional dan optimal

dari pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak

hukum, baik dalam menjelaskan tugas yang dibebankan terhadap diri

mereka maupun dalam menegakkan perundang-undangan tersebut.

20 Sperjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta:
PT. Raja Grafindo, 2008), him. 8.
21 Achmad Ali, Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan, Vol.1 (Jakarta: Kencana,

2010), hlm. 375.



12

Efektivitas hukum dapat dikaitkan sebagai daya kerja suatu hukum
dalam mengatur dan/atau memaksa masyarakat untuk mematuhi dan
menaati hukum tersebut. Suatu hukum dikatakan efektif apabila
masyarakat berperilaku sesuai dengan yang dikehendaki oleh hukum
tersebut.?? Apabila tujuan dari dibentuknya hukum tersebut telah

tercapai, maka efektivitas hukum pun telah tercapai juga.

2. Teori Peran

Peran menurut Soerjono Soekanto, yaitu merupakan kedudukan
dan/atau status seseorang, jika seseorang melaksanakan hak dan
kewajibannya sesuai dengan peran yang diberikan kepadanya, maka
dapat dikatakan bahwa orang tersebut menjalankan suatu peranan.?
Peran adalah aktivitas yang dilakukan oleh seseorang yang berada di
dalam suatu organisasi/lembaga. Pada umumnya, peran yang
dilakukanoleh setiap orang ini berbeda-beda dan sudah diatur dalam
suatu ketetapan yang merupakan fungsi dari suatu lembaga/organisasi
tersebut. Setiap orang yang melakukan peran ini mempunyai hak dan

kewajiban masing-masing, hak disini merupakan kewenangan untuk

berbuat / tidak berbuat sesuatu, sedangkan kewajiban adalah tugas,

22 Nur Fitriyani Siregar, Efektivitas Hukum, E-Journal Stai Barumun Raya, Padang,
2018, him. 2, di akses dari
https://webcache.googleusercontent.com/search?g=cache:cw O7UDrEqJ:https://ejournal.stai-
br.ac.id/index.php/alrazi/article/download/23/18+&cd=4&hl=en&ct=cInk&gl=id di akses 9
September 2021.

23 Soerjono Soekanto, Teori Peranan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), him. 243.
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pekerjaan atau beban yang dipikul oleh orang yang menjalankan peran
tertentu.
Peran dapat dikategorikan menjadi 4 (empat), yaitu:?*
a. Peranan yang ideal (ideal role)
b. Peranan yang seharusnya (expected role)
c. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (perceived role)
d. Peranan yang sebenarnya dilakukan (actual role)
Peran yang memiliki dampak yang nyata pada kehidupan
sehari-hari adalah jenis Peranan yang sebenarnya dilakukan
(actual role), dimana dari peran nyata yang benar-benar
dilakukan ini, dapat diambil kesimpulan apakah peran nyata
yang terjadi ini sudah sesuai dengan peran yang ideal dan yang

seharusnya dilakukan oleh pemegang peran.

Peran menurut teori Biddle dan Thomas, dibagi menjadi

empat golongan, yaitu:®

a. Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi
tersebut;

b. Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut;

c. Kedudukan orang-orang dalam perilaku;

d. Kaitan antara orang dengan perilaku.

24 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
2009), him. 19.

% Sarlito Wirawan Sarwono, Teori-Teori Psikologi Social , (Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada, 2007), him.214.
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Peran dan kedudukan memiliki keterkaitan yang erat, dikarenakan
kedudukan mencerminkan peranan yang menjadi hak dan kewajiban
individu. Dalam kenyataannya, peran seringkali mengalami konflik,
konflik peran ini terjadi bilamana individu tersebut mendapati bahwa
untuk melaksanakan suatu peran, dapat mempersulit pemenuhan peran

yang lain.?®

3. Teori Perlindungan Hukum

Pengertian hukum menurut J.C.T Simorangkir, sebagaimana
dikutip oleh C.S.T Kansil, hukum adalah seperangkat aturan yang
memiliki sifat memaksa, dimana hukum ini menentukan tingkah laku
atau perbuatan yang dilakukan oleh manusia di dalam lingkungan
tertentu yang dibuat oleh pihak yang berwenang, jika seperangkat
aturan ini tidak dilakukan atau dilanggar maka dapat berakibat
pemberian hukuman tertentu oleh pihak yang berwajib.?’ Perlindungan
mengandung makna suatu tindakan melindungi pihak tertentu yang
dilakukan oleh pihak yang memiliki kewajiban untuk memberikan
perlindungan dengan cara-cara tertentu sesuai dengan ketentuan yang

sudah ditetapkan.?®

26 Muhammad Jhoni dan Zulchaibi Z. Tanamas, Aspek Hukum Perlindungan Anak,
(Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), him. 98.

27 C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia Cet. Ke-8, (Jakarta:
Balai Pustaka, 1989), him. 38.

2 \Wahyu Sasongko, Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen,
(Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2007), him. 30.
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Perlindungan hukum adalah perlindungan harkat dan martabat, dan
pengakuan hak-hak asasi manusia yang dimiliki setiap orang sejak di
dalam kandungan sampai meninggal dunia dari perbuatan sewenang-
wenang yang dilakukan oleh siapapun yang berniat untuk menciderai
hak-hak asasi yang dimiliki oleh orang tersebut.?® Menurut Satjipto
Rahardjo, perlindungan hukum adalah langkah memberikan
pengayoman atau pelayanan terhadap orang-orang yang merasa hak-
hak asasinya dirugikan oleh orang lain, perlindungan hukum ini
diberikan kepada masyarakat dengan tujuan agar setiap orang dapat
menggunakan semua hak-hak yang diberikan kepada mereka melalui
hukum.®° Perlindungan hukum dibagi menjadi dua, yaitu:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif ini dilakukan dengan cara
subjek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan
perubahan atau keberatan terhadap suatu keputusan pemerintah
sebelum bersifat tetap. Di Indonesia belum ada pengaturan

yang mengatur tentang hal ini.

29 Philipis M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, (Surabaya: Bina
lImu, 1987), him. 25.
%0 Satjipto Raharjo, llmu Hukum, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), him. 53.
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b. Perlindungan Hukum Represif
Perlindungan  hukum  represif ini  bertujuan  untuk
menyelesaikan suatu sengketa, dimana penyelenggaraan

perlindungan hukum ini dilakukan di lembaga peradilan.3!

G. Kerangka Konseptual
Kerangka konseptual ini menjelaskan mengenai pengertian-pengertian
yang dijadikan konsep dalam penelitian ini, sehingga tidak terjadi
kesalahpahaman dan menghindari kerancuan dalam arti pengertian.

Adapun konsep yang dimaksud penulis adalah sebagai berikut:

1. Anak

Ada beberapa Undang-Undang yang dapat mendefinisikan batasan

usia anak, yaitu:

a. UU No. 35 Tahun 2014 atas perubahan UU No. 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa anak adalah
seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun,
termasuk anak yang masih dalam kandungan.*?

b. UU No.16 Tahun 2019 atas perubahan UU No.1 Tahun 1974

tentang Perkawinan, menyebutkan perkawinan diperuntukkan

31 Ibid., him. 54.
%2 Indonesia, Undang-Undang Perlindungan Anak, UU No. 35 Tahun 2014, LN No. 297
Tahun 2014, TLN No. 5606, Ps. 1 Angka 1.
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bagi pria dan wanita yang sudah mencapai umur 19 (sembilan
belas) tahun.®

c. UU No. 4 Tahun 1979, menyebutkan bahwa anak adalah
seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu)

tahun dan belum pernah kawin.*

2. Tindak Pidana Pencabulan

Pencabulan menurut R. Soesilo yaitu segala perbuatan yang
melanggar asas kesusilaan, yang masuk ke dalam lingkungan nafsu
birahi  kelamin.®® Kitab  Undang-Undang Hukum Pidana
menggolongkan tindak pidana pencabulan ini termasuk dalam tindak
pidana kesusilaan.®® Ada beberapa jenis istilah tentang pencabulan,
yaitu: 3

1. Exhibitionism seksual: Sengaja memamerkan alat kelamin pada

anak.

2. Voyeurism: Orang dewasa mencium anak dengan bernafsu.

3. Fonding: Mengelus/meraba alat kelamin seorang anak.

33 Indonesia, Undang-Undang Perkawinan, UU No. 16 Tahun 2019, LN No. 186 Tahun
2019, TLN No. 6401, Ps. 7 Angka 1.

34 Indonesia, Undang-Undang Kesejahteraan Anak, UU No. 4 Tahun 1979, LN No. 32
Tahun 1979, TLN No. 3143, Ps. 1 Angka 2.

% R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-
Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, (Bogor: Politiea, 2013), him. 212.

3% Andi Hamzah, KUHP dan KUHAP, (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), him. 116.

37 Muhammad Amin Mahsuni, Faktor-faktor Penyebab terjadinya Pencabulan Terhadap
Anak di Kecamatan PamAngkat di tinjau dari sudut Kriminologi, Portal Jurnal limiah Universitas
Tanjungpura Vol. 6 No. 1, Pontianak, 2017, him. 1, di akses dari
https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jmfh/article/view/23811 pada 9 September 2021.
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4. Fellatio:Orang dewasa memaksa anak untuk melakukan kontak

mulut.

Pada umumnya, pelaku pencabulan terhadap anak ini merupakan
orang dewasa yang memiliki hubungan keluarga dengan anak atau
dekat dengan anak, ini termasuk perbuatan pedofil. Pedofil merupakan
kejahatan terhadap anak yang mengakibatkan dampak buruk bagi
anak. Pedofil memiliki kecenderungan untuk melakukan hubungan
yang berbau seksual kepada anak-anak di bawah umur, baik anak laki-

laki maupun anak perempuan.®

3. Anak yang Berhadapan Dengan Hukum

Anak Berhadapan Hukum dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu:>®

a. Anak yang Berkonflik dengan Hukum adalah anak yang telah
berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18
(delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

b. Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana adalah anak yang
belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami
penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang
disebabkan oleh tindak pidana.

c. Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana adalah anak yang

belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat

38 Sawitri Supadi Sadar Joen, Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual, (Bandung:
Refika Aditama, 2005), him. 30.

% Indonesia, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, UU No. 11 Tahun 2012,
LN No. 153 Tahun 2012, TLN No. 5332, Ps. 1.
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memberikan  keterangan guna kepentingan penyidikan,
penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang
suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau

dialaminya sendiri.

H. Metode Penelitian
Metode penelitian adalah cara ilmiah yang digunakan untuk
mendapatkan bahan hukum untuk memenuhi tujuan dan kegunaan
tertentu.*® Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini

yaitu:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah
penelitian Yuridis Normatif. Penelitian yuridis normatif adalah
penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder, seperti
bahan hukum doktrinal dan bahan-bahan kepustakaan.*! Sehingga
penelitian ini berdasarkan analisis hukum dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan berhubungan dengan permasalahan hukum

yang menjadi fokus penelitian.

40 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D,
(Bandung:Alfabeta, 2013), him. 3.

41 Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan
Singkat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), him. 13.
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2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini
yaitu:
a. Pendekatan Perundang-Undangan atau Statuta Approach
Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan dengan
menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berhubungan
dengan permasalahan yang diangkat, yaitu yang berhubungan
dengan peran KPAI dalam memberikan perlindungan hukum
terhadap anak korban pencabulan.
b. Pendekatan Konseptual atau Conceptual Approach
Pendekatan konseptual ini dilakukan untuk menganalisa
bahan hukum, dalam hal ini yaitu segala bahan hukum yang
berkaitan dengan peran KPAI dalam memberikan perlindungan
hukum terhadap anak korban pencabulan, dari sinilah dapat
diketahui makna-makna yang terkandung dalam hukum tersebut.*?
c. Pendekatan Sosiologis atau Sociological Approach
Pendekatan sosiologis ini dilakukan dengan menelaah
hubungan timbal balik antara hukum dengan perubahan sosial yang

terjadi senyatanya di dalam masyarakat.*®

42 Hajar M, Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Figih, (Pekanbaru:
UIN Suska Riau, 2015), him. 41.
43 Sudirman Tebba, Sosiologi Hukum Islam, (Yogyakarta: Gama Media, 2001), him. 1.
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3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum penelitian ini merupakan bahan sekunder

yang berupa:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang sudah ada

dan bersifat mengikat, seperti peraturan perundang-undangan,

norma hukum, aturan hukum, yurisprudensi, dan bahan hukum lain

yang berkaitan dengan objek penelitian ini.** Sumber Bahan

Penelitian Hukum ini, yaitu:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan
Anak;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi
Manusia;

Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2003 Tentang Komisi
Perlindungan Anak Indonesia;

Dan Undang-Undang lain yang terkait dengan masalah yang

diangkat dalam penulisan skripsi ini.

4 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Edisi Revisi), (Jakarta: Kencana, 2010),

him. 101.
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b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder ini didapat dari sumber karya
ilmiah lain berupa buku, jurnal-jurnal ilmiah, artikel, dan
internet yang berkaitan dan dapat memberikan wawasan yang
lebih banyak mengenai bahan yang berasal dari bahan hukum
primer.*
c. Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang
memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan
sekunder, seperti  penelusuran-penelurusan di internet,
ensiklopedia, serta kamus yang berhubungan dengan

permasalahan yang dibahas.*®

4. Teknik Pengumpulan Bahan

Metode pengumpulan bahan yang digunakan dalam
penelitian ini adalah metode studi kepustakaan (library
research), yang berasal dari buku-buku karya ilmuwan dan
pakar hukum, dokumen-dokumen, jurnal atau literatur yang
berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi.
Penelitian ini didukung juga dengan metode wawancara secara
online dengan pihak KPAI di Jakarta. Wawancara adalah

proses tanya jawab dengan seseorang yang diperlukan untuk

45 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Ul-Press, 1996), him. 52.
46 Jhonny Ibrahim, Teori dan Metodeologi Penelitian Hukum Normatif, (Malang: Bayu
Media Publishing, 2006), him. 296.
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dimintai keterangan mengenai suatu hal.*’ Penulis akan
mewawancarai narasumber, dalam hal ini yaitu pihak KPAI,
dengan tahapan dimana penulis sudah menyiapkan beberapa

pertanyaan yang terkait dengan rumusan masalah skripsi ini.

5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini digunakan teknik pengolahan bahan
hukum dengan cara editing, yaitu pemeriksaan bahan hukum
yang didapatkan, seperti pemeriksaan kelengkapannya,
relevansinya, kesesuaiannya, dan kejelasan makna.*® Setelah
melakukan editing, langkah selanjutnya adalah coding, yaitu
memberi tanda terkait jenis sumber bahan hukum (nama, judul,
penulis, tahun penerbitan). Langkah selanjutnya adalah
rekontruksi bahan, yaitu langkah menyusun bahan hukum yang
telah didapatkan secara teratur, logis sehingga mudah untuk
dipahami. Langkah terakhir adalah mensistemasikan bahan
hukum, yaitu menempatkan bahan hukum berdasarkan urutan

masalah yang diangkat.*°

47 KBBI, “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)” https://kbbi.web.id/wawancara, di
akses 29 Oktober 2021.

48 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: PT. Citra Aditya
Bakti, 2004), him. 126.

49 Ibid.
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6. Teknik Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang bersifat
kualitatif, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma
hukum.>® Pada penelitian ini menggunakan metode analisis
yuridis kualitatif, dimana analisis ini dilakukan dengan cara
memahami secara mendalam terkait bahan-bahan hukum. Lalu
hasil analisis ini kemudian dihubungkan dengan permasalahan
dalam penelitian ini, sehingga menghasilkan suatu penilaian

yang objektif untuk menjawab permasalahan dalam skripsi ini.

7. Penarikan Kesimpulan

Penelitian ini menggunakan teknik penarikan kesimpulan yang
dilakukan secara deduktif, yaitu cara berpikir dasar tentang hal-hal yag
bersifat umum, kemudian ditarik kesimpulan khusus berdasarkan topik
yang relevan, karakteristik umum, dan kemudian menarik kesimpulan

khusus sesuai permasalahan tersebut.>!

%0 Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, cet. 3 (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), him.
105.

51 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram: Mataram University Press, 2020),
him. 76.
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